BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah
penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut penulis sampaikan kesimpulan
yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai
berikut :

a. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga
oleh pihak Kepolisian dalam tingkat penyidikan dilaksanakan dengan cara
memberikan rasa aman dan tidak menekan selama korban atau saksi
memberikan kesaksian, serta bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat.
Apabila korban memerlukan tempat perlindungan yang aman, maka dirujuk
ke rumah aman atau tempat tinggal sementara yang digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang
ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen Sosial.

b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum oleh pihak
Kepolisian kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga selama
proses penyidikan meliputi :

a. Bila korban bekerja, maka korban harus keluar dari rumah aman atau
tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan
terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan, misalnya, trauma

center di Departemen Sosial, hal ini akan mempersulit proses penyidikan.
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b. Dalam undang-undang belum disebutkan secara tegas bentuk-bentuk
perlindungan yang harus diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh
pihak Kepolisian selama proses penyidikan;

c. Belum ada prosedur penetapan dari pengadilan yang berkaitan dengan
perlindungan hukum kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah
tangga oleh pihak Kepolisian sebagaimana yang ditentukan dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa perlindungan dapat
diberikan oleh pihak Kepolisian baik sementara maupun berdasarkan
penetapan pengadilan. Untuk penetapan pengadilan sampai saat ini belum

ada.

B. Saran
Agar pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan
dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian dalam tingkat penyidikan dapat
optimal, maka diharapkan:

1. Kepada semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, Lembaga
Swadaya, Masyarakat (LSM) maupun tokoh masyarakat untuk bertindak
proaktif, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh warga
masyarakat, tentang adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan
perlindungan bagi saksi dan korban, sehingga diharapkan dengan adanya
sosialisasi ini seluruh warga masyarakat yang melihat, mendengar adanya
tindak kekerasan dalam rumah tangga segera melaporkan kepada pihak yang

berwajib, dengan demikian akan membantu proses penyidikan dan kasus-
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kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat segera diungkap dan kekerasan
dapat dicegah.

Bagi korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak
perlu takut untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian perihal tindak
kekerasan yang dialaminya.

. Pihak Kepolisian harus segera menanggapi serta segera melakukan tindakan
setiap ada pengaduan yang masuk atau yang dilaporkan baik oleh saksi
maupun oleh korban, hal ini untuk memberikan rasa aman kepada pihak yang
melapor.

. Bagi pembentuk undang-undang seharusnya menyebutkan bentuk-bentuk
perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga secara
jelas dan konkret dalam peraturan perundang-undangan, karena hal ini dapat
digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian
untuk melakukan upaya perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga
dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan upaya perlindungan hukum
yang diberikan dapat lebih maksimal.

Hakim diharapkan segera membuat penetapan berkaitan dengan perlindungan
hukum yang harus diberikan kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah
tangga oleh pihak Kepolisian, karena dengan adanya penetapan tersebut dapat
memberikan kepastian terhadap tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh
pihak Kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan

korban.
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